BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pengaturan konsultasi hukum berbasis aplikasi web di

Indonesia yang dapat diterapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Konsultasi hukum menggunakan Sistem Pakar pada penelitian ini dapat
dilakukan. Adanya putusan MK dengan Nomor: 006/PUU-11/2004 yaitu
Pasal 31 sebagai pengecualian di UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat,
sehingga konsultasi hukum yang dilakukan oleh klien (user) menggunakan
aplikasi berbasis web sebagai Ahli Hukum K1 untuk Program Komputer dan
Basis Data dalam Sistem Pakar HKI yang dibuat tidak melanggar hukum
dan dapat senantiasa dilakukan.

Konsultasi hukum berbasis daring (online) yang dilakukan oleh komputer
yang berperan sebagai ahli hukum melalui teknologi kecerdasan
tiruan/buatan (Artificial Intelligence/Al), pada UU No. 18 Tahun 2003
tentang Advokat, selama keluaran (output) dari program bukan merupakan
persyaratan dari Sistem yang berjalan pada Kementrian Hukum dan HAM
atau lembaga lainnya, maka tidak ada perubahan. Hal yang berubah adalah
paradigma baru dalam masyarakat tentang konsultasi hukum secara berbeda

karena mengikuti perkembangan teknologi.
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B. Saran

1. Sistem Pakar untuk konsultasi hukum berbasis aplikasi ini direkomendasikan
dalam lembaga, nantinya akan ada pengaturan konsultasi terkait kepakaran
yang digunakan sebagai ahli hukum oleh komputer cerdas. Melalui
pengaturan tersebut yang ada dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
jika memungkinkan perkembangan Sistem Pakar dapat digunakan sebagai
saran kepada Hakim untuk pengambilan keputusan dalam persidangan baik
pidana maupun perdata secara luas baik secara daring (online) dan luring
(offline) terkait Hak Cipta.

2. Rekomendasi lainnya ditujukan kepada pihak pembentuk undang-undang,
khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi bersama dengan
pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Republik Indonesia, bahwa perlu adanya aturan khusus terkait konsultasi ahli
hukum (pakar) yang dimasukkan kedalam komputer dan diolah sebagai
sistem cerdas, agar payung hukum pembuat program (developer), pengguna
jasa (lembaga) dan klien terlindungi, terutama jika keluaran (output)

daripada Sistem Pakar merupakan bagian dari sistem sebuah lembaga.
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LAMPIRAN
Aplikasi Sistem Pakar Konsultasi Hukum dapat diakses dalam
https://staccato.id

Halaman Utama Sistem Pakar Konsultasi HKI

Sistem Pakar HAKT X |+

&« @] QO & hitps://staccatoid

Sistem Pakar HKI untuk Hak Cipta

Sistem Pakar HKI
untuk Hak Cipta

Password

Tesis
Politik Hukum Pengaturan Tentang Konsultasi Berbasis Aplikasi di Indonesia “
= Elizabeth Nurmiyati Tamatjita (195203023) =
Program Studi Magister Hukum
Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jika Anda belum memiliki akun, silakan mendaftar dahulu untuk

2021 menggunakan sistem ini

Gambar L.1.1 Halaman Utama Sistem Pakar Konsultasi HKI

Agar dapat konsultasi terkait Kekayaan Intelektual (KI), maka klien (user) harus
mendaftarkan diri untuk berkonsultasi terkait pencatatan Program Komputer atau
Basis Data (Database), seperti Gambar L.1.1 Halaman Pendaftaran untuk klien

(user).

Sistem Pakar HAKD x|+

& c O 8 hips//staccatoid
Sistem Pakar HKI untuk Hak Cipta
HKI untuk Hak Cipta

: Welcome

Username

Password

Nama

Alamat

Nomor Telepon

Laki-laki
Perempuan

Jenis Kelamin
v

Pilih...

Gambar L.1.2 Pendaftaran sebagai klien (user) untuk Login
Lampiran 1: Halaman Utama dan Halaman Pendaftaran untuk Login
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